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KERARA BADAN PENGELORA PE鮒DAPATAN DAE慮A鱒KABUPATEN離紺青舗G,

Menimbang　: a. bahwa dalam dalam rangka pengelolaan informasi dan

dokumentasi pada Badan Publik PemerintaLh Kabupaten

Sintang telah ditetapkan・ Keputusan Bupati Sintang

Nomor : 478/162/KEP-DISKOMINFO/2O20　tangga1 24

Januari 2O2O tentang Pembentukana PQjabat Pengelola

Informasi dan Dokunentasi Utama dan Pembantu Pada

Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang;

M engingat

b・ bahwa untuk merencanakan, mengOrganisasikan dan

melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan

informasi men閏u pelayanan informasi yang cepat, tePat

dan akurat di Lingkungan Badan Pengelola Pendapatan

Daerah Kabupaten Sintang, Perlu menetapkan PQjabat

Pengelola Informasi dan Dokunentasi (PPID) Pembantu

Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten

Sintang ;

C. bahwa untuk melaksanakan maksud pada humf a d盆n b

tersebut diatas, Perlu ditetapkan dengan Keputu患an

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten

Sintang;

1. Undang-Undang Nomor　27　Tahun　1959　tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi盆Nomor

352) Sebagai Undang-Undang pembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1 820);

2. Undang-Undang Nomor l l Tahun 2OO8 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 (Lembaran Negara Repu拙k Indonesia Tahun 2016

Nomor　251, Tambahan Lembaran Negara Repu皿k

Indonesia Nomor 5952);



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20O8 tentang Infomasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor　25　Tahun　20O9　tentang

Pelayanan PubHk (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Tahun 20O9 Nomor l12’Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5O38) ;

5・ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang KearsIPan

匝mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nom?r

152’Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla

No皿or 5071);

6. Undang-Undang Nomor　23　TahuI1 2O14　tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244’Tambahan Lembaran

Negara Repubik Indonesia Nomor　5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14　tantang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

7・ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2OlO tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14　Tahun　2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99’Tambahan

Lembaran Negara Repu班k Indonesia Nomor 507 1);

8. Pera血ran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun

2O16　tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten

Sintang Tahun　2O16　Nomor r7, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7) ;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

No皿or 157);

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8

Tahun　2019　tentang Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan

Infomatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor lO26);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor l Tahun 2OIO tentang

Standar Layanan Informasi fublik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OlO Nomor 272);

4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Pu腿　dan

Dok田mentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sintang.



MEMUTUSKAN :

M enetapkan

KE SATU

KED UA

KETI GA

KEEM PAT

KELI MA

P匂abat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Kabupaten Sintangタdengan susunan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I Keputusan ml;

P匂abat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempu画　調gas dan tanggung 」aWab sebaga王mana

tercantum dalam Lampiran II Keputusan ml;

PQjabat Pengelola Infomasi Dan Dokunentasi (PPID)

Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

」uga meruPakan kontributor informasi publik yang memiliki

tugas dan tanggung JaWab pengelolaan data dan informasi

Publik sesuai dengan lokus ke竜anya masmg-maSing;

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

Pemban調Sebagaimana dimaksud dalan Diktum KESATU

mempunyal Struktur Organisasi sebagaimana tercantum

dalam hampiran HI Keputusan ml;

Keputusan ini berlaku s匂ak tanggal ditetapkah dengan

ketentuan sebagal berikut :

a. biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Badan Pengelola Pendapatan

Daerah Kabupaten Sintang;

b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan

diadakan perbaikan dan penyempumaan Sebagaimana

me stinya.

Ditetapkan di Sintamg

Pada tanggal

Sintang

&ろMaret　2O2O

Tembu san

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang・

2. Asisten Pe皿erintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang・

刃曾琵器諾意三豊謹言誌慧葦豊監護誌監護’
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan t皿aksanakan.



L蝕撮PIRAN重: KEPUTUSAN KEPALA BADA鵬∴PE鮒GELOLA PENDAPATA煎

DAERAH KABU巴ATE餌SIRTANG

Ⅳo蘭O良　　:

TAⅣGGA重　;

TB鵬でAⅣG :

45’/SE富-B/BAPPENDA

敦,聯AR田富2020

PE鮒E富APAN PEJABA富　　　　PE射GELO I,A

重HFOR蘭AS重　DAN DOKUMERTASI　(PPID)

PEMBANTU PADA BADA贈　　PENG密LO LA

PENDArmAⅣ DAE瞳AH KABUPATEN SI鮒TANG

富A鱒U珊2020

SUSURAN PEJABAT PENGELORA INFOR蘭ASI DAN DOKU蘭ENTASI (P蹴勘

PE鮒BARTU FADA BADAN PENGELOI.A PE肘DAPA富AN DAERA配

KABUPA↑EN S重NTAⅣG富AHUN 2020

JABATAH POKOK JABATA鮒DAL蝕M[ PPID

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Atasan PPID Pembantu

Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah PPID Pembantu

Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan

Pengelolaan Sistem Informasi

Sekretaris

Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Anggo ta

Kepala Sub Bidang Pendaftaraan dan

Pendataan

Anggo ta

Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan

I nfo rmasi

An ggota

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program An ggo ta

Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum Anggo ta

Kepala Bidang Penagihan,　Pemeriksaan,

Keberatan dan Banding

Koordinator Bidang

Pengolahan Data dan

Klasifikasi Informasi

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Pengawasan

dan Penegakan Huk田血

An ggo ta

Kepala Sub Bidang Penagihan dan

Penatansahaan Piutang

Anggo ta

Kepala Sub Bidang Keberatan dan Banding An ggota

Kepala Bidang Pelaporan,　Pengelolaan

Pendapatan Lain-Lain. Pengendalian dan

Evaluasi

Koordinator Bidang

Pelayanan Informasi dan

D okume ntas i



Ⅳo. �JABATANPOKOK �JABATANDALAMPP量D 

1 �2 �3 

14. �Kepala　Sub　Bidang　Pembukuan　dan �　　l Anggota 

Pelaporan 

15. �Kepala　Sub　Bidang　Pengelolaan　Dana �Anggota 

TrasferdanPendapatanLain-1ain 

16. �Kepala　Sub　Bidang　Pengendalian, �Anggota 

MonitoringdanEvaluasi 

17. �Kepala　　　Bidang　　　Pengembangan, �KoordinatorBidangFasilitasi 

Penyuluhan　dan　Pengelolaan　Benda �SengketaInformasi 

Berharga 

18. �Kepala　Sub　Bidang　Perencanaan　dan �Anggota 

Pengembangan 

19. �Kepala　Sub　Bidang　Penyusunan　dan �Anggota 

PenyuluhanKeb鵡akan 

20. �Kepala　Sub　BidangPengelolaan　Benda �Anggota 

Berharga 



IA細随剛RAN I重: K塵剛JTUSAN KEPA轟A BADAN PENGELORA PE鮒DAPATAN

DAERAH KABUPATE贈S重鮒でA蘭G

珊o鮒oR　　:

富AⅣGGA重音;

富E贈富A珊G :

4f /S磨富-B/BAPPENDA

二項ⅢAR田富2020

PENE富APAN∴∴∴ PEJABAT PEN館ELOLA

脚POR髄AS重　DA蘭　DOKU髄EN富AS重　岬髄D)

PE蘭RAN富U Prm BADAN PE蘭G勤しOEA

PENDAPA富AN DAERAH KABU脚罷珊

S霊NTAⅣG富AHUN 2020

でUGAS DA鮒TANGGUNG JAWAB

P剛ABAT P聞GELORA蘭FORmSI DAN DOKU蘭ENTASI (PP霊D) PE舶BA珊U

mRA RADAH PENGELOLA PENDAPATA討DAERAH

KABUPATEN S重対置A附G TAHU討2020

1. Atasan PPID Pembantu mempunyai tugas ‥

a. Mengoordinasikan selun血　kegiatan pelayanan infomasi publik di

Ling血ngan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang;

b・ Menerima peng争juall keberatan yang disampaikan secara tert山is oleh

PemOhon informasi pub鵬k serta men曲調ti proses atas sengketa

infomasi yang dialukan oleh pihak pemohon;

C. Melakukan evaluasi dan pengawasan te血adap pelaksanaan- Pelayanan

informasi pubⅢc.

2. PPID Pembantu mempunyai tugas :

a. Mengklasifihasikan informasi yang terdiri :

1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

2) Informasi yang wqjib diu血umkan secara serta merta.

3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat言

4) Informasi yang dikecualikan.

b・ Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yarlg diajukan

Oleh pemohon informasi publik.

C. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan

informasi dan dokumentasian yang ada dilingkungannya.

d. Mengkoordinasikan, Pendokunentasian, Penyediaan dan pelayanan

informasi yang ada dilingkungannya kepada publik.

e. Melakukan veri範kasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya.

f. Melalmkan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di

lin gkungannya.

g. Menyediakan informasi dan dokunentasi yang ada di lingkungannya
untuk diakses oleh maeyarckat.

h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk

disampaikan kepada PPID utama.

i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID utama.

3. Sekretaris mempunyai tugas :

a. Memfas址taLSi pelaksanaan informasi pubhk meliputi sarana dan

PraSarana Penyelenggaraan informasi publik.

b. Menyiapkan SOP layanan informasi publik・



4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi.

b. Mencatat permohonan infonpasi dalam register permohonan.  ,

C. Membuat dan mengumpu地m laporan layanan informasi publik.

d. Pengelolaan dokumen arsip informasi publik.

e. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat.

f. Melaksanakan proses per机mpanan, dan pendokumentasian arsip

layanan informasi publik.

g. Pengembangan teknoIogi informasi dan komunikasi dalam

Pengembangan e-Govemment.
h. Mengembangkan interkonektivitas layunan publik dan pemerintah.

i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi.

5. Bidang Pengolahan Data dan masifikasi Informasi mempunyai tugas :

a. Menyusun daftar informasi publik.

b. Me垂anh pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses

informasi publik.

C. Menetapkan dan mem皿takhiri輪n data secara berkala daftar informasi

Publik atas seluruh informasi yang dikelola.

d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi

Publik.
e. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi pubHk.

6. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi mempunyai tugas :

a. Memberikan masukan kepada atasan dengan adanya keberatan yang

diajukan oleh pemohon.

b. Memeriksa dan memverifikasi permohonan keberatan informasi publik.

C. Membantu dalam proses peng叩lan dan menklas綿kasikan serta uJl

konsekuensi informasi publik.

d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik・



LA蘭P霊RAN HI : KEPU↑USAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPA曾A鮒

DAERAH KABUPA曾E蘭S霊NTANG

ⅣoⅢo R　　:

TANGGAL　:

富田相でAⅣG :

4r /SE富-B/BAPPE贈DA

Zウ∴お皿ARE富2o20　　　　　　　　　　　　′

PENETAPAN PEJABAT PENGELO LA

霊NFORMAS重　DAN DOKU舶ENTAS量(PP肥)

PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLA

PENDAPATAN DAERAH KABUPA曾罷N

SIN農ANG TAHUN 2020

S↑最TKTUR O最GA蘭ISASI

PEJABA↑ PENGELOLA INFOREAS重DAN DOKU蘭ENTAS重PE蘭BANTU PADA

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERA鱒

KABUPA↑露Ⅳ S重Ⅳ農AⅣG
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